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ABSTRAK 

Revolusi 25 Januari tidak hanya menjadi angin kebebasan bagi rakyat Mesir. Ia 

bahkan merupakan momentum persaingan dan kontestasi bagi kelompok-kelompok 

Revolusi untuk berpolitik praktis.Penelitian ini mengkaji kelompok Salafisme Apolitik 

(Puritan) di Mesir yang menjadi aktor baru dalam perpolitikan demokratis setelah 

lengsernya Husni Mubarak. Sebagai kelompok yang mengadopsi doktrin-doktrin anti politik 

dalam ideologi keagamaan, kemunculan Salafisme dalam panggung politik menjadi 

perhatian besar. 

Tesis ini menguraikan proses-proses transformasi yang terjadi secara cepat pada 

kelompok Salafisme Mesir. Mereka mendapatkan pembentukan pergerakan politiknya pada 

dua fase. Pertama, ketika memutuskan untuk membentuk partai politik, dimana Salafisme 

justru menampakkan obsesinya yang besar dalam panggung politik. Kesuksesan di 

Perlemen menjadi salah satu dampak positif dari obsesi tersebut. Kedua, ketika krisis politik 

yang semakin tajam pada saat Muhammad Mursi menjabat menjadi Presiden baru. 

Momentum iniberakhir dengan kembalinya nuansa rezim lama di tangan Abd Al-Fattah As-

Sisi sebagai presiden baru. Pada momentum ini, Salafisme justru semakin bertahan bersama 

rezim baru. 

Transformasi apolitik Salafisme kepada politik praktis memang dibantu oleh 

terbukanya kesempatan politik saat itu. Ia juga disokong dengan loyalitas yang sangat kuat 

diantara massa Salafisme. Obsesi untuk menegakkan syarȋ’ah  juga disebut-sebut sebagai 

semangat yang menjadi latarbelakang. Namun ada satu lagi faktor kunci yang menjadi 

kompas penentu bagi seluruh arah pilihan politiknya. Dalam tesis ini, penulis berusaha 

menguatkan adanya diskursus maslahah dan mafsadah yang oleh Salafisme tidak hanya 

digunakan sebagai landasan wacana. Diskursus tersebut juga menjadi modal ideologis untuk 

melakukan mobilisasi dan memantapkan massa Salafisme untuk menjadi mencuat di 

panggung politik yang demokratis. Melalui diskursus tersebut, transformasi ini menjadi 

contoh pertama dari Salafisme Apolitik (Puritan) sepanjang keberadaanya. 

Kata kunci: Transformasi Politik, Salafisme Mesir, Revolusi Januari, Arab Spring 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sikap politik Salafisme Mesir yang berbeda antara sebelum Revolusi 25 

Januari dengan sesudahnya, menurut Stephan Lacroix,1 dinilai sebagai sikap 

politik pragmatis. Sikap pragmatis ini digambarkan oleh Muhammad Fathi Hishan 

bahwa Salafisme Mesir berpartisipasi dalam politik, dengan mendirikan partai, 

bukan karena memandang pentingnya berpolitik. Partisipasi mereka justru 

disebabkan ada tujuan lain yang berorientasi kepada kepentingan kelompok Salafi 

sendiri.2

Salafisme Mesir termasuk kelompok Islam yang penting dan berpengaruh 

di wilayah Arab. Ia muncul dan berkembang sejak masa kebangkitan Arab. Al-

Jam’iyyah As-Syar’iyyah adalah organisasi Salafisme Mesir tertua di Mesir, telah 

berdiri sejak Desember 1912.

 

3

                                                            
1 Stephan Lacroix, Miṣ r: As-Salafiyyūn Al-Bragmatiyyūn, http://www.carnegie-

mec.org/2016/11/01/ar-pub-64984 (diakses 15 Desember 2017). 
2 Sari Hanafi, “As-Salafiyah wa As-Salafiyyūn Al-Judud”, Majalah Omran, Vol. 19 

(2017), 207. 
3 Ammar Ahmad Fayid, “Assalafiyyūn min Syar’iyyah Fatwȃ ilȃ  Syar’ iyyah Intikhȃ b” , 

ed. Basyir Musa Nafi’ dkk., Ad-Ẓ ahirah As-Salafiyyah: Atta’addudiyyah At-Tanẓ ȋ miyyah wa 
As-Siyȃsȃ t  (Qatar: Markaz Al-Jazeerah li Ad-Dirasat, 2014), 51. 

 Dengan fokus gerakannya pada aspek-aspek sosial, 

Salafisme Mesir dalam waktu satu abad berkembang pesat; berhasil mendirikan 

350 cabang dan mengelola sekitar 38 sekolah yang tersebar di seantero negeri. Ia 

juga mengelola panti asuhan, rumah sakit, dan tempat-tempat pendidikan agama 

bagi masyarakat dalam jumlah banyak. Lembaga Salafisme Mesir lainnya adalah 
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Jam’iyyah Ansharus Sunnah Al-Muhammadiyyah.4 Lembaga ini secara rutin 

menerbitkan majalah At-Tauhid sebanyak 100.000 eksemplar setiap bulannya, 

juga mengelola sekitar 30 sekolah untuk calon juru dakwah (dȃ ’i) dan sekolah 

terbuka. Ia juga memiliki lembaga pendidikan agama bernama Markaz Ta’lim Al-

Afariqah yang khusus bagi warga Afrika5

Larangan berpolitik praktis telah menjadi doktrin umum di kalangan 

Salafisme Mesir. Sebagai kelompok yang mengusung semboyan pemurnian 

agama, dan kembali kepada Al-Qur’ȃn dan As -Sunnah sebagai satu-satunya 

sumber yang prinsip, mereka memandang demokrasi sebagai sistem yang haram 

dan kufr. Namun meski mereka hidup dan berkembang ditengah sistem 

demokrasi, mereka tetap melarang perlawanan terhadap pemerintah. Terhadap 

pemerintahan Husni Mubarak, mereka menganggapnya sah dan legal dengan 

alasan pemerintahan tersebut menggunakan syarȋ’ah  dalam landasan Undang-

undangnya. Dalam aspek tersebut, ideologi Salafisme Mesir adalah apolitik. 

. 

Sebagai kelompok Islam yang memegang teguh semboyan “berhukum 

kepada hukum Allah dan Rasul-Nya”, Salafisme Mesir melarang dirinya 

partisipasi dalam kegiatan politik praktis, termasuk dalam membentuk partai. 

Kelompok ini tidak memiliki lembaga yang bergerak dalam bidang politik praktis, 

tidak berafiliasi dengan pergerakan politik, baik perorangan maupun organisasi. 

Para figur Salafisme yang Mesir – dijuluki Syeikh – dari masa lalu hingga kini 

kebanyakan berasal dari latarbelakang pendidikan Islam. 

                                                            
4 Berdiri pada tahun 1926. 
5 Fayid, 51. 
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Bahkan ketika protes 25 Januari pecah, kelompok Salafisme mengutuk aksi protes 

tersebut, dan tetap membela pemerintahan yang sedang berjalan. 

Antara Ikhwanul Muslimin dengan Salafisme Mesir sebenarnya ada gap 

ideologis dan prinsip gerakan. Semenjak Ikhwanul Muslimin menetapkan dirinya 

sebagai kelompok politik di masa Husni Mubarak, Ikhwanul Muslimin menjadi 

kelompok yang dikritik habis oleh Salafisme. Dalam pandangan mereka, strategi 

Ikhwanul Muslimin dalam jalur politik adalah absurd karena dalam membentuk 

partai (ḥ izbiyyah), mereka harus mengalahkan prinsip-prinsip agama. Selain itu, 

dengan berpartisipasi dalam politik, Ikhwanul Muslimin telah melakukan pecah 

belah terhadap gerakan Islam. Terlebih ketika Ikhwanul Muslimin mengalami 

kegagalan politik setelah mengalami represi, kenyataan ini menjadi semacam 

akhir cerita bagi kelompok Salafisme untuk melemparkan kritik bertubi-tubi 

kepada Ikhwanul Muslimin. 6

Benih-benih tentang pandangan bolehnya berpolitik dari Salafisme Mesir 

sebenarnya telah muncul sejak tahun delapanpuluhan, dimana Faksi Salafisme 

Ad-Da’wah As-Salafiyyah berdiri saat itu dan sebagai yang pertamakali 

 

Namun semenjak Husni Mubarak dilengserkan dari jabatan Presiden, 

kelompok Salafisme muncul ke permukaan politik. Mereka muncul secara 

bertahap relatif cepat bersama perkembangan protes 25 Januari. Pada gilirannya, 

mereka mendirikan partai politik hingga enam partai. Satu partai diantaranya 

berhasil menduduki posisi kedua di Perlemen, dengan perolehan kursi 25%. Sejak 

saat itu, Salafisme Mesir mengalami perubahan yang mencuat. 

                                                            
6 Mohammad M. Hafez dan Quintan Wiktorowics, “Kekerasan Sebagai Bentuk 

Perlawanan dalam Gerakan Islam di Mesir,” Ed: Quintan Wiktorowicz, Gerakan Sosial Islam: 
Teori, Pendekatan dan Studi Kasus (Yogyakarta: Gading Publishing, 2012). 
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menyuarakan kebolehan ikut berpolitik. Padahal ideologi Faksi Ad-Da’wah As-

Salafiyyah tidak jauh berbeda dari ideologi politik Salafisme pada umumnya; 

menolak demokrasi dan menganggapnya sebagai kufr. Menerima demokrasi sama 

saja dengan mengorbankan akidah karena ia berarti juga menerima pemimpin 

yang tak bertuhan atau kafir. Akan tetapi mereka tidak menolak berpartisipasi 

dalam perpolitikan dan pemilihan umum sebagai langkah awal. 7

Jauh setelah itu, pandangan kebolehan berpolitik dikonstruksi kembali 

oleh Hafs; faksi Salafisme yang didirikan oleh Syeikh Ridha As-Samadi pada 

tahun 2005. Pandangan ideologis yang diusung oleh faksi ini sebenarnya adalah 

reformasi (al-iṣ laḥ ) yang menyeluruh, termasuk dalam aspek politik, dengan 

catatan berdasarkan Al-Qur’ȃ n dan As-Sunnah. As-Samadi melangkah lebih jauh 

dengan menyerukan agar segera ada konstruksi konsensus Salafisme yang 

melegitimasi bahwa berpolitik menjadi rasional bagi Salafisme Mesir, baik semua 

lapisan kelompoknya maupun level golongannya, agar pilihan berpolitik menjadi 

sesuai dengan syarȋ ’ah.

 

8

                                                            
7 Kelompok ini disebut juga sebagai Ad-Da’wah As-Salafiyyah As-Sakandariyyah. Ia 

bermula dari pengajian kecil di masjid Umar ibn Al-Khatthab di Alexandria (Al-Iskandariyyah 
atau As-Sakandariyyah) yang disampaikan oleh Muhammad Ismail Al-Muqoddam pada tahun 
tujuhpuluhan. Ia adalah seorang mahasiswa kedokteran yang terpengaruh pandangan agamanya 
oleh para syaikh Jam’iyyah Anshar As-Sunnah Al-Muhammadiyyah dan para Ulama Salafi Saudi 
Arabia. Seiring pengajian ini berkembang menjadi gerakan kelompok para anggotanya dan bahkan 
beraktivitas didalam kampus Universitas Alexandria, bersaing pula dengan Ikhwanul Muslimin 
disana, mereka pun kemudian menyepakati untuk menamai pergerakan mereka sebagai Al-
Madrasah As-Salafiyyah, dengan ketua terpilihnya bernama Muhammad Abd Al-Fattah (Abu 
Idris). Kemudian gerakan mereka berkembang hingga ke seluruh kota Alexandria, dan pada tahun 
delapanpuluhan berubah nama menjadi Ad-Da’watu As-Salafiyyah. Fayid, 56-57. 

8 Kelompok ini sebenarnya bernama Al-Ḥarakah As-Salafiyyah Al-Iṣ lȃhiyyah . Nama 
Hafs sendiri merupakan julukan untuk As-Samadi. Reformasi yang dibangun berlandaskan kepada 
ajaran Amar Ma’rūf dan Nahi Munkar. Bagi mereka, pandangan semacam ini dimaksudkan untuk 
membangkitkan gerakan umat Islam, sehingga memerlukan suatu rasionalitas baru untuk 
menggerakkan kebangkitan. Fayid, 58. 

 Faksi Salafisme lain, Al-Madkhaliyyah, bahkan tidak 

hanya membolehkan berpolitik. Dengan berdasarkan kepada keharusan taat 
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kepada pemimpin yang sedang berkuasan, Syeikh Mahmud Amir, salah satu 

tokohnya, bahkan menyatakan bai’ȃ t (janji setia) untuk pemerintahan Husni 

Mubarak, dan menganggapnya sebagai Amȋ r Al-Mu’minȋ n (Pemimpin orang-

orang beriman).9

Namun demikian, mayoritas Salafisme di masa rezim, secara praktis, 

belum menentukan pilihan untuk berpolitik praktis. Mereka seperti kelompok 

masyarakat lainnya yang menjadi target kampanye dan ajakan politik dari partai 

yang ada.

 

10

Pada nuansa politik yang sedang berubah besar-besaran, Salafisme 

menjadi pemain baru dalam perpolitikan praktis Mesir. Beberapa hari menjelang 

lengsernya Mubarak, siatuasi protes yang semakin membesar dan menimbulkan 

korban jiwa mulai mengubah arah pandangan para figur Salafisme. Sebagian 

bahkan ikut turun ke medan protes bersama rakyat. Hal ini meruntuhkan apa yang 

selama ini menjadi ideologi yang prinsip. Bahkan massa kelompok Hafs yang 

mengikuti protes di Tahrir Square menggunakan legitimasi agama bahwa 

penguasa saat itu tidak pada jalur syarȋ’ah , oleh karenanya harus 

ditumbangkan.

 

11

Tumbangnya Husni Mubarak menjadi sebuah momentum keterbukaan 

politik bagi Mesir. Kelompok-kelompok revolusi yang merasa kehilangan musuh 

bersama, akhirnya terlibat kontestasi untuk meraih simpati dari rakyat Mesir, 

 

                                                            
9 Fayid, 60. 
10 Ahmad Zaghlul Syalathah, “Mustaqbal At-Taḥ awwulȃt Dȃ khila At -Tayyȃr As -Salafi 

fi Miṣ r”, ed. Faras Khoirullah, At-Taḥ awwulȃt As -Salafiyyah; Ad-Dilȃlȃ t, At -Tadȃ’ iyah wa 
Al-Afȃq , (Jordania: Muassasah Freiderich Ebert, 2013), 15. 

11 Fayid, 64. 
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dengan tujuan untuk memenangkan panggung politik di masa berikutnya.12 Bagi 

Salafisme, momentum ini juga digunakan untuk melakukan koreksi dan evaluasi 

terhadap ideologinya terkait politik. Sehingga dengan langkah cepat pada tahun 

2011 lima partai Salafi berhasil didirikan.13

Perubahan strategi gerakan Salafisme dari dakwah menuju politik praktis 

yang nyata adalah peristiwa baru dalam sejarah Salafisme di Mesir. Mereka yang 

tidak memiliki pengalaman politik, justru dengan cepat meraih kesuksesan dalam 

pemilu.

 

14 Perubahan gerakan Salafisme Mesir kepada strategi politik dengan 

tujuan menjaga agama, dakwah, dan agar ideologi Salafisme bisa tetap 

tersampaikan kepada masyarakat, menjadi semacam model yang khas dari politik 

Salaflisme Mesir. Menariknya, sebagai kelompok yang ketat terhadap hubungan 

dengan agama lain itu, Salafisme dalam representasi partai politik melakukan 

penjaringan anggota dari kaum perempuan dan umat Kristiani, sebagaimana 

terjadi kepada partai An-Nur,15

Perubahan ini terjadi dalam proses-proses menuju Pos-Islamisme di Timur 

Tengah, seperti yang digambarkan oleh Asef Bayat. Jika di ukur dengan Pos-

Islamisme, Bayat yang memunculkan istilah Pos-Islamisme, menyatakan bahwa 

istilah ini sebenarnya sesuai diterapkan hanya kepada realitas masyarakat 

Republik Islam Iran. Namun inti dari penggunaan istilah ini sebenarnya menunjuk 

 

                                                            
12 Ibnu Burdah, Menuju Dunia Arab Baru: Revolusi Rakyat, Demokratisasi, dan 

Kekuasaan (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), 52. 
13 Hizb An-Nour menjadi partai Salafi yang sukses meraih posisi utama dalam koalisi 

dengan Ikhwanul Muslimin dan meraih 25 persen kursi di Parlemen dalam tubuh koalisi. Lihat 
Stephan Lacroix, Miṣ r: As-Salafiyyūn Al-Bragmatiyyūn, diakses dari http://www.carnegie-
mec.org/2016/11/01/ar-pub-64984 (diakses 15 Desember 2017). 

14 Nathan J. Brown, Islamic Politics in the New Egypt (Washington D.C.: Carnegie 
Endowment, 2013), 8. 

15 Syalathah, 18. 



7 
 

kepada metamorfosis daripada ide, pendekatan dan praktek-praktek keagamaan 

sehari-hari.16

Orientasi perubahan Salafisme kepada arah Pos-Islamisme, sementara juga 

dapat ditemukan dari sudut pandang adanya kompetisi organisasional. Asef Bayat 

dalam penjelasannya yang lain menguraikan bahwa Pos-Islamisme berawal dari 

kesadaran kelompok Islamisme atas keganjilan dan ketidaksempurnaan sistem 

yang mereka miliki. Sehingga kemudian Pos-Islamisme menjadi proyek untuk 

meleburkan prinsip-prinsip Islamisme dengan prinsip-prinsip modernitas, seperti 

hak, kebebasan dan pembebasan.

 

17

                                                            
16 Asef Bayat, “What Is Pos-Islamism?”, ISIM Review (Auntumn 2005), 5. Asef sendiri 

kemudian menegaskan, istilah ini kemudian digunakan oleh para peneliti di Eropa untuk menunjuk 
kepada “…a shift in the attitudes and strategies of islamist militants in the Muslim World.” 

17 Asef Bayat, Pos-Islamisme terj. Faiz Tajul Milah (Yogyakarta: LKis, 2011), 19-20. 

 Bagi peneliti, dari penjelasan Asef Bayat 

tersebut mengandung premis bahwa sesungguhnya ada latarbelakang kompetisi 

dalam proyek Pos-Islamisme dengan menjadikan modernisme sebagai visi yang 

harus ditaklukkan kedalamnya. 

Bagi peneliti, perubahan ini menarik dari aspek perdebatan internal dan 

eksternal Salafisme ketika dikaitkan dengan nuansa politik yang sedang berjalan 

saat itu. Sehingga politik Salafisme memiliki model yang khas, bahkan ketika 

nuansa rezim lama kembali lagi melalui tangan Abd Al-Fattah As-Sisi. 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latarbelakang diatas, hal menarik bagi peneliti yang menjadi 

pertanyaan untuk diteliti adalah: 
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1. Bagaimana pergeseran sikap politik Salafisme Mesir terjadi setelah 

Revolusi Januari 2011? 

2. Wacana apa saja yang mempengaruhi pergeseran tersebut dan apa 

dampaknya bagi alur pergerakan Salafisme di Mesir? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latarbelakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui karakteristik perpolitikan kelompok Salafi Mesir 

setelah memutuskan untuk menentukan pilihan politiknya pasca Revolusi 25 

Januari 2011. Karakterstik pembentukan ideologi keagamaan yang sebenarnya 

tidak melepaskan aspek politik begitu saja juga menjadi pertimbangan untuk 

penelitian ini. Penelitian ini juga kemudian hendak menekankan adanya satu 

perspektif arah gerakan politik praktis Salafisme Mesir Salafi yang terus-menerus 

berubah dan selalu bermotif politik. Satu hal yang peneliti tekankan dalam 

penelitian ini menyumbang porsi yang besar bagi khasnya gerakan politik praktis 

Salafisme Mesir semenjak itu hingga hari ini. 

 

D. Kajian Pustaka 

Sebagai penelitian yang menggunakan kajian pustaka sebagai sumber data, 

penulis mengelompokkan sumber-sumber tersebut kepada dua kelompok. Pertama 

adalah literatur primer yang secara khusus memuat penelitian tentang Salafisme 

Mesir pasca Revolusi 25 Januari 2011. Kedua adalah literatur sekunder yang 
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membahas tentang Salafisme secara umum, maupun Salafisme berkaitan dengan 

ideologi dan relasinya dengan masyarakat dan kekuasaan. 

Litaratur primer yang penulis gunakan antara lain hasil penelitian Jonathan 

Brown menulis paper berjudul Salafis and Sufis in Egypt.18

                                                            
18 Jonathan Brown, Salafis and Sufis In Egypt, (Washington D.C.: Carnegie Endowment, 

2011). 

 Terlepas dari sikap 

Salafisme yang kontroversi, Brown menyoroti hubungan antara kemunculan 

partisipasi politik Salafisme Mesir dengan kasus-kasus kekerasan. Pertumbuhan 

protes massa Januari 2011 yang semakin efektif dan besar memicu represi rezim 

melalui pasukan kepolisian terhadap massa. Kekerasan rezim terhadap massa ini 

kemudian memunculkan perpecahan opini para tokoh Salafisme Mesir dalam 

menilai sikap rezim dan pemrotes. Tokoh-tokoh Salafi yang tajam politik 

membela massa dengan mengutuk sikap rezim. Sementara tokoh Salafisme lain, 

seperti Salafi Damanhur dan Mustafa Al-‘Adawi, mengecam aksi protes dan 

menyatakan bahwa para korban menginggal dalam kekerasan antar sesama 

Muslim tersebut bukan syahȋ d. Namun meski adanya keterpecahan ini, dengan 

terbawa nuansa protes yang semakin tidak terkontrol kemudian,  massa sebagian 

Salafisme juga turut menyumbang kekerasan. Massa Salafisme tidak melewatkan 

peluang untuk melakukan aksi yang mereka yakini sebagai perjuangan. Salah 

satunya adalah aksi pengambilalihan Masjid Besar An-Nur di Abbasiah; sebuah 

masjid sentral di distrik tersebut yang dikelola oleh Kemetrian Agama. 

Terpengaruhnya Salafisme dengan kekerasan tersebut penting untuk dikaitkan, 

karena menjadi salah satu sebab Salafisme berpolitik praktis untuk menutup aksi-

aksi kekerasan semacam itu. 
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Penelitian berikutnya adalah yang dilakukan oleh Nathan J. Brown dalam 

tulisannya Islamic and Politics in The New Egypt.19

                                                            
19 Nathan J. Brown, Islamic Politics in the New Egypt (Washington D.C.: Carnegie 

Endowment, 2013). 

 J. Brown mengangkat 

perhelatan kekuatan Islamis  dan politik rezim dalam wilayah ideologi politik dan 

parlemen sebagai isu utama. Baik Ikhwanul Muslimin, Salafisme, maupun Al-

Azhar, semuanya saat itu menjadi kekuatan Islamis terbesar di Mesir dan berperan 

secara menonjol dalam nuansa kontestasi. Namun pilihan politik Ikhwanul 

Muslimin dan Salafisme yang membawa serta muatan agama, belum memiliki visi 

dan misi politik yang jelas dan meyakinkan. Salafisme pada awalnya tidak hanya 

mengalami perdebatan internal terkait pilihan politik mereka. Salafisme juga, di 

satu sisi, baik doktrin maupun interaksi praktis, pada dasarnya tertutup; sebuah 

watak yang sulit untuk beradaptasi dengan alam demokrasi. Di sisi lain doktrin 

asli mereka adalah doktrin yang apolitik. Sehingga ketidakjelasan visi misi politik 

Salafisme bisa dilacak sejak awal, sejak mereka memunculkan reaksi. Pertama, 

mereka bercita-cita mengawal Referendum Konstitusi rezim lama, hanya 

bertujuan untuk mempertahankan prinsip-prinsip syarȋ ’ah yang tertuang dalam 

Konstitusi lama. Kedua, Salafisme merupakan organisasi dakwah yang telah 

mapan. Sehingga mereka tidak hanya melihat kemudahan memobilisasi massanya 

untuk mendukung pilihan politiknya, namun juga memiliki kepercayaan diri yang 

tinggi untuk arah itu. Kepercayaan diri itu tumbuh secara berkebalikan sebagai 

sebab adanya tidungan-tudingan rasisme keagamaan dari berbagai kelompok 

selama ini. Mereka merasa selama ini sulit diterima diberbagai posisi, dan sering 
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menjadi bahan olokan. Sehingga mempertahankan prinsip-prinsip syarȋ’ah  

dalam posisi yang tidak berubah, akan sulit dihargai juga. 

Kemudian penelitian Ahmad Zaghlul Syalathah dalam Ad-Da’wah As-

Salafiyyah As-Sakandariyyah; Masarat At-Tandzim wa Maalat As-Siyasah juga 

penulis gunakan.20

Dalam penelitiannya yang lain berjudul Mustaqbal At-Tahawwulat Dakhil 

At-Tayyar As-Salafi fi Mishr,

 Syalathah menegaskan agar kajian terhadap peralihan sikap 

politik Salafisme Mesir tidak dipisahkan dari perjalanan sejarah yang telah dilalui 

Salafisme Mesir sendiri. Ini menjadi kunci pertama, yang kemudian dapat 

menemukan jawaban mengapa faksi Da’wah Salafiyyah (Salafiyyah 

Iskandariyyah) yang memelopori aktivitas politik Salafisme di masa transisi. 

Syalathah mengetengahkan sejarah munculnya Faksi Da’wah Salafiyyah yang 

memang telah memiliki pola yang politis dalam gerakannya, untuk menjawab 

paradoks Salafisme politik. Kunci kedua, dengan menguraikan pola persebaran 

Salafisme Faksi ini, khususnya di Propinsi Alxandria (Iskandariyyah), yang faktor 

kuatnya basis Salafisme secara umum di tengah masyarakat, dari pada Ikhwanul 

Muslimin. Kunci ketiga, dengan memahami teori-teori induk dalam ideologi 

Salafisme sendiri, yang menjadi dasar pergerakan. Teori-teori induk tidak bisa 

dinafikan, sebab ia berperan sangat besar terhadap kepercayaan diri Faksi Ad-

Da’wah As-Salafiyyah untuk memilih tindakan yang tampak paradoks. 

21

                                                            
20 Ahmad Zaghlul Syalathah, “Ad-Da’wah As-Salafiyyah As-Sakandariyyah: Masȃrȃ t 

At-Tandzȋm wa Ma ȃ lȃ t As -Siyȃsah” , Jurnal Mustaqbal Al-‘Arabi, Vol. 443 (Januari, 2016). 
21 Syalathah, “Mustaqbal At-Taḥ awwulȃt Dȃ khila At -Tayyȃr As -Salafi fi Miṣ r”. 

 Syalathah cukup banyak menguraikan pernyataan-

pernyataan para tokoh Salafisme Mesir dan perdebatan mereka terkait pergeseran 

sikap politik tersebut. Salah satu legitimasi yang pada gilirannya muncul dari 
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figur-figur Salafisme untuk pilihan politik mereka adalah, “Majelis Rakyat Mesir 

bukan Majelis yang kufur dan thaghut”. 

Penelitian Syalathah yang lain, dalam buku berjudul Al-Halah As-

Salafiyyah Al-Mu’ashirah fi Mishr,22

Demikian juga uraian Ramadan Yaldrim dalam papernya berjudul 

Assalafiyyah Min Ba’d Ar-Rabi’ Al-‘Arabi: Mishr Anmudzajan. Yaldrim secara 

khusus menguraikan informasi pergerakan politik Salafisme sejak Revolusi 25 

Januari.

 juga penulis gunakan untuk membantu 

memahami peta pengelompokan dan pemikiran Salafisme Mesir. Meski dari judul 

mengarah kepada konteks saat ini, namun buku yang sebenarnya ditulis pada 

tahun 2010 ini memuat penjelasan mengenai faksi-faksi dan pemikiran Salafisme 

Mesir, berbagai kutipan dan dokumen yang berisi diktum-diktum ideologi 

Salafisme sebelum terjadinya Revolusi 25 Januari. Buku ini membantu penulis 

memperkaya informasi. 

23

Penelitian lainnya yaitu paper berjudul The Salafi Nour Party in Egypt

 Yaldrim memetakan Faksi-faksi Salafisme Mesir sejak awal berdiri, 

kemudian memetakan dukungan politik faksi-faksi tersebut kepada kandidat 

Presiden hingga mengerucut kepada Muhammad Mursi. 

24

                                                            
22 Ahmad Zaghlul Syalathah, Al-Ḥȃ lah As-Salafiyyah Al-Mu’ȃ ṣ irah fi Miṣ r, (Kairo: 

Maktabah Madbouli, 2016). 
23 Ramadan Yaldrim, “Assalafiyyah Min Ba’d Ar-Rabȋ’  Al-‘Arabi: Miṣ r Anmūżajan”, 

Jurnal Al-Ilahiyyat Al-Akadimiyyah, Vol. 1, (Februari 2015). 
24 Kristen McTighe, “The Salafi Nour Party in Egypt”, Al-Jazeera Center for Studies, 

(Maret 2014). 

 

yang ditulis oleh Kristen McTighe. Didalam hasil penelitiannya itu, Kristen secara 

khusus menguji posisi Partai An-Nur dalam kontestasi politik pasca jatuhnya 

Muhammad Mursi dari jabatan Presiden. Partai An-Nur setelah menjadi 
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penyokong pemenangan Ikhwanul Muslimin di Parlemen, kemudian justru 

berbalik mendukung aksi protes yang menuntut Mursi mundur dari jabatan 

Presiden. Pada akhirnya An-Nur menjadi penyokong Militer yang berhasil 

menutup jabatan kepresidenan Mursi. 

Hal ini kemudian menuntut adanya pembacaan terhadap perubahan sikap 

partai An-Nur sebagai representasi utama kelompok Salafisme. Sebelum 

menemukan spekulasi sendiri, Kristen menyuguhkan dua pembacaan yang 

menjelaskan mengapa partai An-Nur menjadi pendukung Militer. Pertama, partai 

An-Nur berpihak kepada Militer dengan tujuan mengamankan posisi dakwah 

Salafisme. Setelah An-Nur memprotes penghapusan pasal 219,25

                                                            
25 Sebagaimana disebutkan dalam draf Masyrū’ Dustūr Jumhuriyyah Miṣ r Al-

‘Arabiyyah, Pasal tersebut berbunyi (jika dalam bentuk terjemahan bahasa Indonesia): “Prinsip-
prinsip Syari’ah Islam mencakup instrument-instrumennya yang universal, kaidah-kaidah akarnya 
dan fikihnya, dan sumber-sumbernya yang diakui, dialam madzhab Ahl As-Sunnah wa al-
Jama’ah.” Penghapusan pasal ini menuai protes dari kalangan Islamis, dan kemudian 
mengakibatkan represi Militer terhadap protes tersebut. 

 undang-undang 

tahun 2012, Partai tersebut sempat dibekukan di Parlemen karena masih sebagai 

pertain berbasis agama. Untuk menyelamatkan diri, partai An-Nur kemudian 

merubah retorika dengan menegaskan bahwa mereka tidaklah berbasis agama, 

disusul kemudian berpihak kepada Militer. Namun Kristen menyanggah argumen 

ini, setelah ada kenyataan bahwa rezim kemudian justru menyerahkan sepenuhnya 

sentralisasi dakwah Islam, sekaligus manajemen dakwah di seluruh masjid, 

kepada Lembaga Al-Azhar (dibawah kepemimpinan Ahmad Thayyib). Sikap Al-

Azhar yang sepanjang waktu anti terhadap Salafisme, membatalkan pembacaan 

diatas. Jika maksud berpihaknya partai An-Nur kepada rezim bertujuan untuk 

kepentingan penyelamatan masjid-masjid dan dakwah Salafi, seharusnya rezim 
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memberikan kewenangan penuh atas masjid-masjid Salafi dan dakwahnya kepada 

mereka. 

Kedua, partai An-Nur berpihak kepada militer dengan tujuan membawa 

Mesir secara pelan-pelan kepada negara berbasis syarȋ ’ah. Hal ini diindikasikan 

oleh protes partai An-Nur terhadap pengahapusan pasal 219, dengan cara keluar 

(walk out) dari forum Parlemen. Akan tetapi faktanya, sikap walk out tersebut 

tidak berdampak negatif bagi partai dari para pendukung rezim. Faksi Salafisme 

Ad-Da’wah As-Salafiyyah yang menjadi penaung partai An-Nur tidak menjadi 

sasaran opresi Militer terhadap Islamis yang berpolitik praktis. Faksi tersebut 

kemudian justru berpihak kepada cara yang ditempuh oleh Militer. 

Setelah membatalkan dua argumentasi diatas, Kristen menyimpulkan 

argumentasinya sendiri. Menurutnya, sikap Salafi yang berubah-ubah ini 

sebenarnya mengandung kepentingan untuk memperoleh keuntungan dari pihak 

luar, yaitu Arab Saudi. “The links between Egyptian Salafism and Saudi Arabia 

are clear,” tulis Kristen. Sebagai kelompok Islamis yang rata-rata masyarakatnya 

berasal dari kalangan pinggiran (puritan) dan miskin, tidak mungkin Salafi dapat 

berpolitik praktis dan meraih kemenangan besar tanpa sokongan dana. Menteri 

Keadilan melaporkan aliran donasi terbesar pada rentang tahun 2010 - 2011 

bahkan mengalir kepada kelompok Salafi, melalui jalur Kuwait dan Qatar. 

Sebagaimana Saudi tlah menghabiskan setidaknya 70 juta dollar Amerika selama 

30 tahun untuk menyebarkan paham Wahabisme dalam berbagai media dan 

instrumen. 
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Kemudian penelitian Ammar Ahmad Fayid dalam tulisannya yang 

berjudul “Assalafiyyūn min Syar’iyyah Al-Fatwȃ  ilȃ  Syar’iyyah Al-Intikhȃ b”26

Maka ketika Salafisme memutuskan untuk berpolitik dan kemudian 

mendirikan partai dengan proses yang cukup cepat, hal ini bisa dipahami. Sekali 

lagi peran syaikh yang menentukan percepatan ini. Begitu juga dibalik kesuksesan 

Salafisme di Parlemen, ada sokongan para syaikh. Namun, menurut Fayid, 

disinilah letak masalah yang akan merintangi gerakan politik praktis Salafisme. 

Gerakan Salafisme dengan model sentralisasi syaikh ini akan selalu bergantung 

kepada fatwa-fatwa. Diktum-diktum dan pilihan-pilihan politik akan kesulitan 

 

Fayid terutama menyorot kiprah Salafi dan sentralisasinya. Sekian lamanya 

kelompok Salafisme ada di Mesir, namun mereka tidak memiliki kiprah 

kenegaraan. Hal ini disebabkan mereka anti terhadap politik praktis, dan hanya 

fokus kepada dakwah. Mereka tidak memiliki kemampuan birokrasi dan interaksi 

dalam alam politik, serta tidak memahaminya. Mereka akhirnya tidak memiliki 

jasa apapun dalam gerakan nasional, baik itu dalam perjuangan kemerdekaan 

maupun mengusulkan solusi dalam isu-isu nasional, khususnya mengenai 

kebebasan dan hak asasi manusia. Sedemikian akutnya prinsip apolitik Salafisme 

Mesir. Fayid menegaskan bahwa peran para syaikh dalam menguatkan prinsip 

apolitik sangat penting. Peran ini yang mampu menahan massa Salafisme untuk 

tidak terlibat sama sekali dalam politik praktis, sampai ketika muncul isu-isu atau 

peristiwa politik. Sentralisasi gerakan dan pemikiran mereka kepada para syaikh 

begitu kuat. 

                                                            
26 Fayid, “Assalafiyyūn min Syar’iyyah Al-Fatwȃ ilȃ  Syar’ iyyah Al -Intikhȃb” . 
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menghadapi fatwa-fatwa. Maka, stabilitas gerakan mereka di ranah politik harus 

disokong secara serius oleh stabilitas hubungan para syeikh dan tokoh-tokoh 

gerakan. 

Kemudian penulis juga menggunakan buku yang ditulis oleh Ahmad Salim 

dan Amr Basyuni27 berjudul Ma Ba’da As-Salafiyyah; Qirȃ ’ah Naqdiyyah fȋ  Al-

Khiṭ ȃ b As-Salafi Al-Mu’aṣ ir.28

                                                            
27 Sebagian pengamat berpendapat dua penulis ini beraliran Salafisme. 

http://www.dorar.net/article/1823 (diakses 5 Juli 2018). 
28 Ahmad Salim, Amr Basyuni., Mȃ Ba’da As -Salafiyyah; Qirȃah Naqdiyyah f ȋ  Al -

Khithȃb As -Salafi Al-Muȃ’shir , (Beirut: Namaa Center for Research and Studies, 2015). 

 Buku tersebut termasuk buku mengenai 

Salafisme yang padat. Penulis dalam buku tersebut sedang melakukan kritik 

terhadap pergerakan Salafisme hari ini dari aspek ideologi dan kesejarahan. 

Bagaimanapun juga keberadaan Salafisme – yang lebih dikenal sebagai kelompok 

yang intens terhadap dakwah dan pemurnian ideologi – tidak bisa dilepaskan dari 

pergulatan politik dalam arti luas. Bahkan pergulatan politik praktis yang 

kemudian dipilih oleh Salafisme di Mesir menjadi pergeseran baru yang penting 

bagi keberadaan Salafisme, karena menjadi sebuah pilihan politik yang besar 

didalam alam demokrasi. Hal ini berbeda sekali dengan Salafisme di Saudi Arabia 

misalnya. Penulis mencatat beberapa perubahan yang terjadi dalam tubuh 

Salafisme Mesir, yang dalam istilah Tarrow, sebagai outcome dimana pergulatan 

politik Salafisme dalam arti luas itu menyumbang porsi cukup besar terhadapnya. 

Itu sebabnya, pilihan politik praktis yang terjadi tidak perlu dipermasalahkan. Hal 

yang menjadi masalah adalah kegagalan yang terjadi berikutnya, menjadikan 

Salafisme Mesir khususnya meredup. Ia mengalami krisis yang berlapis-lapis, 

sementara tampaknya belum ada kepastian dari bagian mana kebangkitan 
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Salafisme Baru akan muncul. Salafisme tidak akan tampak kebangkitannya jika 

ideologi lama tentang politik tidak segera diperbaiki. 

Adapun litaratur sekunder mengenai Salafisme antara lain penelitian Chris 

Heffelfinger yang berjudul Trends in Egyptian Salafi Activism. Penelitian Ashraf 

El-Sherif yang berjudul Egypt’s Salafists at a Crossroads. Demikian juga literatur 

mengenai ideologi dan gerakan Salafi pada abad 20 yang sangat membantu 

penulis memahami peta kelompok Salafisme. Diantara literatur tersebut adalah 

hasil penilitian Quintan Wiktorowicz yang berjudul Anatomi of the Salafi Movement dan 

ontologi Salafisme Global oleh Roel Meijer.29

                                                            
29 Penulis menggunakan versi terjemahan kedalam Bahasa Arab yang berjudul As-

Salafiyyah Al-‘Alamiyyah: Al-Ḥarakȃt As -Salafiyyah Al-Mu’ȃ ṣ irah fȋ ‘Alam Mutagayyir , terj. 
Muhammad Mahmud At-Tubah (Beirut: Arab Network for Research and Publishing, 2014). 

 Penulis juga menggunakan hasil penelitian 

Noorhaidi Hasan terutama pada tulisannya yang berjudul The Failure of Wahhabi 

Campaign: The Transnational Islam and the Salafi Madrasa in Post-9/11 

Indonesia, juga hasil penelitian Henri Lauziere yang berjudul The Construction of 

Salafiyya: Reconsidering Salafism From The Perspective Of Conceptual History. 

Juga hasil penelitian Hasan Kunakata terhadap pemikiran politik Ibn Taimiyah dengan 

judul An-Naẓ ariyyah As-Siyȃsiyyah ‘ Inda Ibn Taimiyah , 

Selain itu, literatur dari para ideolog Salafisme juga tidak penulis lewatkan, 

seperti yang ditulis Muhammad ibn Said Al-Qahthani berjudul Al-Walȃ wa Al -Barȃ fi 

Al-Islȃm , buku Ahmad Farid berjudul Assalafiyyah Qawȃ’ id wa U ṣ ūl, dan buku Abu 

Bashir At-Turtusi yang berjudul Ḥukm Al-Islȃm fȋ  Ad -Dimuqrȃ ṭ iyyah wa At-

Ta’addudiyyah Al-Ḥ izbiyyah. 
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E. Kerangka Teoritis 

Sikap politik Salafisme Mesir yang menurut beberapa pengamat dinilai 

sebagai sikap politik pragmatis itu barangkali tidak disadari oleh Salafisme 

sendiri. Sehingga sikap yang sebenarnya kontradiktif – dengan doktrin politik 

Salafisme – tersebut terus bergulir dalam lingkungan politik praktis. Fakta yang 

mengejutkan banyak kalangan ini kemudian melahirkan berbagai analisa. Yang 

menarik tentu saja adalah muatan kontradiksi tersebut, sehingga menimbulkan 

berbagai macam analisa. Kajian Penulis terhadap sikap Salafisme tersebut 

menggunakan kerangka teoritis pada dua wilayah, yaitu wilayah eksternal dan 

wilayah internal. Pada wilayah eksternal, penulis menggunakan teori gerakan 

sosial baru yang dikembangkan oleh Sidney G. Tarrow. 

Sebagai salah satu ilmuwan sosial yang mengembangkan teori gerakan 

sosial baru, Tarrow mengajukan suatu premis besar. Semenjak tahun 60-an, 

gerakan sosial di Amerika, Eropa, dan Dunia Ketiga menampak dalam berbagai 

variasi, baik dari segi kelompok sosial maupun tujuan dan cita-cita 

pergerakannya. Gerakan Islamis kemudian menyusul menjadi yang terbaru. 

Namun kesemuanya sama-sama menggunakan model protes dijalanan dengan 

tujuan menuntut perubahan (demanding change) yang dilakukan oleh masyarakat 

umum (ordinary people) berhadapan dengan kekuasaan. Suatu hal yang unik bagi 

Tarrow adalah bahwa gerakan-gerakan ini ternyata ditempatkan, disokong, serta 

dikoordinasi untuk melawan kekuasaan, atau dengan kata lain dimobilisasi.30

                                                            
30 Sidney G. Tarrow, Power in Movement; Social Movements and Contentious Politics 

(Cambridge: Cambridge University Press, cet. 3, 2011), 6. 
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Gerakan sosial semacam ini yang kemudian membawa Tarrow untuk mengajukan 

tiga teka-teki besar. 

Ada tiga teka-teki besar yang diajukan Tarrow31. Pertama, kondisi apa 

yang membawa kekuatan pergerakan dapat muncul? Kedua, bagaimana dinamika 

pergerakan yang dapat melanggengkan kekuatan atas pergerakan tersebut? Ketiga, 

mengenai dampak dan hasil dari gerakan tersebut. Gerakan sosial yang menarik 

perhatian Tarrow tersebut bermula dari situasi dimana hubungan-hubungan dalam 

kekuasaan mengalami perseteruan, atau apa yang disebutnya sebagai contentious 

politics. Perpecahan timbul setidaknya dari dua faktor. Pertama adalah ketika 

masyarakat umum mulai mendapatkan pintu masuk kepada wilayah perseteruan 

para elit kekuasaan. Kedua, ketika nuansa politik membuka peluang yang 

menawarkan keuntungan-keuntungan (incentives) bagi para aktor atau kelompok 

sosial yang kekurangan sumber daya.32

Faktor pertama dapat meningkatkan tensi perseteruan ketika orang-orang 

tersebut telah mendapatkan sumber daya eksternal yang memungkinkan mereka 

melakukan perubahan. Faktor kedua dapat meningkatkan perseteruan ketika para 

aktor atau kelompok sosial itu sebenarnya sudah terancam dengan resiko modal 

yang dapat merusak keberadaan mereka, namun mereka masih bisa memastikan 

adanya peluang untuk menunjukkan diri.

 

33

                                                            
31 Muzayyin Ahyar, “Membaca Gerakan Islam Radikal dan Deradikalisasi Gerakan 

Islam”, Jurnal Walisongo, Vol. 23, No. 1 (Mei 2015), 5. 
32 Sidney G. Tarrow, 6. 
33 Sidney G. Tarrow, 160. 
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Kemunculan aksi-aksi kolektif yang menghadapkan aksi dengan 

kekuasaan semacam itu sangat bergantung kepada perubahan struktural. 

Didalamnya terdapat variabel-variabel seperti nuansa politik, peluang dan 

ancaman, dan aksi kolektif dari kelompok-kelompok sosial. Hal inilah yang 

mendorong Tarrow untuk menggali lebih lanjut, sehingga mengusulkan teori 

Struktur Kesempatan Politik (Political Opportunity Structures). 

Tarrow menyatakan Struktur Kesempatan Politik (SKP) sebagai 

“dimensions of the political environment that provide incentives for people to 

undertake collective action by affecting their expectations for success or failure.” 

Struktur Kesempatan Politik terletak pada dimensi-dimensi atau segi-segi dalam 

lingkungan politik berdasarkan syarat tertentu. Karl-Dieter Opp memperjelas 

definisi tersebut, bahwa dimensi-dimensi lingkungan politik dinyatakan sebagai 

struktur kesempatan hanya ketika dimensi-dimensi tersebut mampu mengubah 

harapan-harapan yang ada menjadi keberhasilan atau kegagalan.34

Relevansi teori Struktur Kesempatan Politik untuk penelitian ini 

ditemukan dari beberapa hal. Pertama, perubahan struktural Pemerintahan 

khususnya setelah Revolusi 25 Januari 2011 memberikan sinyal adanya peluang 

bagi kelompok Salafisme Mesir untuk turut berpartisipasi dalam politik praktis. 

Terjadinya Revolusi tersebut merupakan semacam angin segar bagi Salafisme 

Mesir puluhan tahun lamanya Mesir dipimpin dengan nuansa militer dan 

kediktatoran. Hal yang sangat mendukung posisi Salafisme Mesir dalam politik 

 

                                                            
34 Karl-Dieter Opp, Theories of Political Protest and Social Movements; A 

Multidisciplinary introduction, critique, and synthesis, (New York: Routledge, 2009), 170. 
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praktis adalah kuatnya jaringan Islamis ditengah banyaknya kelompok sosial yang 

mencari peruntungan dalam nuansa politik rezim yang sekarat. Kedua, meski 

Salafisme dikenal sebagai kelompok Islamis yang anti politik, namun mereka 

tidak diam terhadap isu-isu politik begitu saja. Mereka berdialog dan memberikan 

komentar terhadap isu-isu politik yang terjadi. Hal ini menjadi modal bagi para 

figur Salafisme Mesir untuk menggulirkan pembingkaian wacana tentang 

perkembangan politik, khususnya pada nuansa transisi. Ketiga, gerakan politik 

Salafisme Mesir merupakan gerakan baru, dan itu sebabnya mereka menjadi aktor 

baru. Tarrow menegaskan bahwa kontestasi benar-benar terjadi ketika dalam 

nuansa politik yang berubah itu muncul pemain atau aktor baru yang selama ini 

tidak memiliki akses reguler terhadap institusi Pemerintah.35

Kemudian pada wilayah internal, Penulis menggunakan konsep-konsep 

pemerintahan dalam doktrin keagamaan Salafisme. Dalam tradisi Islam, konsep 

pemerintahan biasanya dibahas dalam tema khilȃ fah atau imȃ mah. Istilah 

 Salafisme tidak 

hanya sebagai aktor baru, mereka bahkan selama ini tidak memiliki hubungan 

politik secara langsung dengan rezim. Keempat, Struktur Kesempatan Politik 

sebagai teori gerakan sosial baru mendefinisikan sikap politik Salafisme sebagai 

gerakan non-kelas, berdasarkan pergerakannya yang lebih mengutamakan aksi 

akar rumput, dan mengandalkan model komunikasi dan identitas kolektif. Sikap 

yang mengandung latar belakang dan tujuan-tujuan yang rumit, apalagi sikap 

tersebut dinilai kontradiktif dengan doktrin-doktrinnya, juga menunjukkan hal itu. 

                                                            
35 Noorhaidi Hasan, Laskar Jihad; Islam, Militancy and the Quest for Identity in Post 

New Order Indonesia (Ithaca, NY: Southeast Asia Program Publications, Southeast Asia Program, 
Cornell University, 2006), 92. 



22 
 

khilȃ fah – meski sama maksudnya dengan imȃ mah – lebih sesuai digunakan dari 

pada imȃ mah, karena khilȃ fah tidak mengandung arti khusus, sementara imȃ mah 

merupakan istilah yang terbentuk dari pandangan-pandangan politik Syi’ah dan 

mengandung arti khusus didalamnya. Selain itu, istilah khilȃ fah lebih dekat 

dengan maksud sebagai pengganti Rasulullah dari pada imȃ mah. 

Pandangan-pandangan Salafisme mengenai pemerintahan Islam semakin 

relevan untuk menganalisa sikap politiknya berdasarkan beberapa alasan. 

Pertama, sebagai suatu kelompok atau sekte Islam, Salafisme tentu saja 

menggunakan pandangan hidup Islam sebagai doktrin-doktrinnya. Demikian pula 

konsep-konsep politik Salafisme tidak bisa dipisahkan dari pandangan hidup 

Islam. Kedua, adanya pembahasan mengenai politik yang terus bergulir, baik 

dalam level konsep teoritik mapun situasi politik, dari para tokoh Salafisme di 

berbagai tempat. Hal ini tentu saja karena interaksi antara Salafisme dengan 

negara terus terjadi, demikian pula perbincangan tema politik yang terus bergulir 

antara tokoh Salafisme dengan lingkungan internal dan eksternal. Ketiga, 

digunakannya konsep-konsep keagamaan oleh faksi-faksi Salafisme Mesir untuk 

melegitimasi partisipasi politik praktis. Hal yang menarik adalah konsep yang 

digunakan untuk melegitimasi tersebut pada dasarnya bukan doktrin politik. 

Terkait perubahan sikap politik Salafisme Mesir dari sikap apolitik kepada 

pragmatisme politik, ada tiga tema yang akan dibahas oleh penulis melalui 

pandangan Salafisme terhadap pemerintahan Islam, yaitu: 

a. Urgensi Pemerintahan (Mengangkat Penguasa) 
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b. Urgensi Kepatuhan Terhadap Penguasa 

c. Pemerintahan Demokrasi 

Sebagai kelompok yang memiliki figur agung, Salafisme terpengaruh 

hampir dalam semua ideologinya oleh tokoh klasik bernama Ibn Taimiyah dan 

Muhammad ibn Abd Al-Wahhab. Ibn Taimiyah berbicara mengenai pemerintahan 

dalam beberapa karyanya seperti Minhȃ j As-Sunnah An-Nabawiyyah fȋ  Naqḍ  

Kalȃ m As-Syȋ ’ah wa Al-Qadariyah, Al-Hisbah fȋ  Al-Islȃ m, dan As-Siyȃ sah As-

Syar’iyah. Namun berkaitan dengan dua tema diatas, penjelasan Ibn Taimiyah 

mengenai hal itu lebih banyak terdapat dalam kitab Minhaj nya. 

Ibn Taimiyah mengukuhkan bahwa berdirinya pemerintahan bagi 

masyarakat adalah sangat penting, bagaimanapun keadaannya. Oleh sebab itu, 

penguasa yang memerintah wajib ditaati. Apabila penguasa terpaksa harus 

ditumbangkan, hal ini bergantung kepada kondisi tertentu yang membolehkan 

penumbangannya. Demikian garis besar teori Ibn Taimiyah yang dianut Salafisme 

– tak terkecuali di Mesir. Jika ditelisik lebih jauh, pemikiran Ibn Taimiyah dalam 

tema ini sangat dekat dengan pemikiran tokoh-tokoh Asy’ariyah, dan para peneliti 

memasukkan pandangan Ibn Taimiyah ini ke dalam wilayah doktrin Sunni. 

Kesamaan Ibnu Taimiyah dengan Asy’ariyah dalam tema ini kemudian terlihat 

pada kesamaan sikap diam antara para tokoh Salafisme Mesir dengan institusi Al-

Azhar sepanjang demonstrasi massa yang menuntut pengunduran diri Husni 

Mubarak. Yang menarik adalah ketika beralih kepada tema demokrasi dan 

berbagai sub temanya khususnya mengenai konsep parlemen dan mekanisme 

pemungutan suara, teori dari para tokoh Salafisme modern menjadi sangat relevan 
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untuk menemukan alasan pragmatisme politik Salafisme Mesir. Tema ini 

kemudian memperjelas respon Salafisme terhadap situasi politik yang ada. Tema 

ini juga menjadi petunjuk adanya perbedaan dari para tokoh Salafisme 

berdasarkan faksi yang dianut terkait situasi politik yang tengah berjalan. 

Perubahan sikap gerakan kelompok Salafi di Mesir pasca Arab Spring, 

dari sikap apolitik menjadi berpolitik, membawa pengaruh yang cukup siginifikan 

terhadap konstelasi perpolitikan di Mesir pasca Arab Spring. Koalisi partai Salafi 

telah menyokong sayap Islamis meraih kemenangan telak atas partai-partai koalisi 

rezim, juga partai-partai non-Islamis. Di lain kesempatan, pada revolusi Juni 

2013, kelompok Salafisme juga menjadi salah satu unsur politik yang 

menggulingkan Muhammad Mursi dari jabatan Presiden. Salafisme kemudian 

bahkan menjadi kelompok Islamis yang memberikan pengaruh cukup kuat 

terhadap kembalinya rezim militer memegang pemerintahan. 

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan terhadap kelompok Salafisme di Mesir pada 

rentang setelah Arab Spring hingga naiknya Abd Al-Fattah As-Sisi menuju 

Presiden. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena perubahan sikap 

politik kelompok tersebut, baik dialektika internal dan eksternalnya, juga 

keberadaan kelompok tersebut serta pengaruhnya dalam konstelasi politik 

nasional Mesir. Namun karena penelitian ini tidak dilakukan secara langsung di 

lapangan, maka penelitian lebih dominan bersentuhan dengan sumber-sumber 

pustaka dengan berbagai levelnya. 
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Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik yang bertujuan 

untuk menggambarkan sifat suatu kondisi yang sedang terjadi pada suatu 

kelompok sosial.36

                                                            
36 Consuelo G. Sevilla (Ed.), Pengantar Metode Penelitian (Jakarta: UI Press, 1993). 

 Melalui metode ini, peneliti mendapatkan data dan informasi 

dari bahan-bahan pustaka yang dekat dengan tema utama. 

Sebagai penjelasan skema penelitian, peneliti pertama-tama memetakan 

rumusan masalah untuk menemukan tema-tema utama yang akan dibahas 

berkaitan dengan judul penelitian. Kemudian peneliti mencari data-data mengenai 

ideologi politik gerakan Salafi di Mesir baik sejarah maupun tokohnya, kultur 

gerakan Salafi di Mesir dalam ranah politik dan sosial, peristiwa Arab Spring di 

Mesir, juga situasi sosial politik dimana Salafisme Mesir mengubah haluan 

kepada jalur politik. 

Adapun data diperoleh melalui referensi pustaka berkaitan dengan tema 

Salafisme, politik Islam, aktivisme Islam, peristiwa Revolusi 25 Januari 2011 dan 

Revolusi Juni 2013, dan pos-Islamisme. Data literatur yang dimaksud, penulis 

peroleh dalam berbagai bentuk, baik berupa buku, paper jurnal, berita, sebagian 

kecil video, dan dari berbagai media yang tersedia, baik buku maupun elektronik. 

  

G. Sistematika Pembahasan 

Pada bab pertama diawali dengan pendahuluan yang berisi latar belakang 

dan rumusan masalah, tujuan, kajian pustaka, kerangka teoritis, serta metode 

penelitian yang akan menjadi tema utama dalam pembahasan penelitian 

selanjutnya. 
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Bab kedua akan diawali dengan penguraian mengenai sejarah Salafisme 

khususnya di Mesir, dan pengaruhnya di Mesir. Kemudian dilanjutkan dengan 

penjelasan mengenai ideologi dan konsep-konsep induk teologi Salafisme, serta 

kaitannya dengan aspek-aspek politik dalam arti luas. Setelah itu pembahasan 

yang terpenting dalam bab ini adalah mengenai doktrin politik Salafisme yang 

memang telah terbentuk sebagai apolitisme. 

Bab ketiga membahas sikap Salafisme Mesir pasca Revolusi Januari 2011 

sebagai peristiwa Musim Semi Arab di Mesir. Penulis menguraikannya dalam 

beberapa bentuk, yaitu: partisiasi kelompok Salafisme dalam protes 25 Januari, 

pembentukan partai-partai politik, pembentukan koalisi politik, partisipasi 

pemilihan umum, serta hasil akhirnya. Namun penulis lebih fokus terhadap hal-

hal penting yang mengiringi atau menjadi latarbelakang Salafisme berada pada 

posisi-posisi tersebut. 

Bab keempat merupakan temuan-temuan dari penelitian penulis dan 

jawaban bagi rumusan-rumusan masalah yang telah diajukan. 

Kemudian bab kelima berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dalam 

penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Revolusi 25 Januari menjadi jalan bagi berakhirnya kekuasaan Husni 

Mubarak. Ia sekaligus menjadi jalan bagi kontestasi kelompok-kelompok revolusi 

untuk naik ke panggung politik yang terbuka, termasuk Salafisme Mesir. 

Sebagaimana Salafisme di penjuru dunia, Salafisme Mesir menganut doktrin 

apolitik terhadap sistem dan situasi politik yang sedang berjalan. Salafisme 

menganut doktrin tersebut karena sistem dan situasi politik yang sedang berjalan 

adalah demokrasi. Bagi Salalfisme, demokrasi wajah lain dari sekulerisme, yang 

harȃ m dan kufr. 

Pada satu sisi, doktrin apolitik Salafisme didasarkan kepada kewajiban taat 

kepada pemimpin yang berkuasa. Sementara pada sisi lain, doktrin apolitik ini 

didasarkan kepada konsep; selama pemimpin itu masih beriman, meskipun ia 

berlaku tidak adil, dan bahkan memimpin negara demokrasi, maka ia harus 

disikapi dengan sabar, bukan dengan perlawanan. Dengan demikian melawan 

pemimpin yang berkuasa adalah tindakan yang dilarang dalam agama. Namun 

ketika Revolusi pecah hingga pemerintahan Husni Mubarak berakhir, Salafisme 

secara bertahap turut berperan bersama kelompok-kelompok revolusi. Salafisme 

Mesir bahkan akhirnya memilih berpolitik praktis dengan membentuk partai-

partai politik dan mengikuti serangkaian proses demokrasi. 
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Satu partainya yang bernama partai An-Nur mampu memenangkan urutan 

kedua di Parlemen. Jumlah kursi yang diraih hingga 25%. Sementara partai 

Salafisme lain tidak memiliki pengaruh sebagaimana partai An-Nur, namun 

mampu menjaga pilihan massa Salafisme. Keadaan ini pada akhirnya 

mengarahkan Salafisme Mesir sebagai kekuatan Islamis yang menyokong 

kemenangan calon dari Ikhwanul Muslimin, Muhammad Mursi, sebagai Presiden 

setelah Mubarak. Kemenangan Mursi bahkan mnejadi proses paling demokratis 

dalam sejarah Mesir Modern. 

Diskursus maṣ lahah (kemanfaatan) dan mafsadah (kerusakan) menjadi 

landasan wacana Salafisme Mesir. Melalui diskursus ini, Salafisme Mesir 

berkeyakinan bahwa berpolitik praktis pada momentum tersebut adalah sah, 

karena bertujuan untuk menghalangi mafsadah yang lebih besar yang bakal 

muncul setelah Mubarak tumbang. Menghalangi mafsadah yang lebih besar itu 

menjadi lebih penting dari pada memegang prinsip keharaman berpolitik dalam 

sistem demokrasi. Pada gilirannya, Salafisme memandang prestasinya di 

Parlemen menjadi peluang yang lebih besar untuk menghalangi mafsadah yang 

lebih besar itu, sekaligus membuka pintu maṣ lahah. 

Seiring perkembangan politik, diskursus ini kemudian membawa 

Salafisme, baik faksi-faksi maupun partainya, kepada perubahan-perubahan. Ada 

perubahan internal yang terjadi. Perubahan terpenting diantaranya munculnya 

generasi Salafisme yang tajam politik, munculnya krisis figur yang meruntuhkan 

model sentralisai figur yang diadopsi Salafisme selama ini, dan timbulnya 

perpecahan Salafisme Mesir sendiri. Partai An-Nur dan faksi Ad-Da’wah As-
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Salafiyyah yang menaunginya, melalui diskursus maslahah dan mafsadah, 

menentukan pilihan politik yang berbeda dari faksi-faksi Salafisme lainnya, yang 

juga menggunakan diskursus ini. Perpecahan ini akhirnya membawa Salafisme 

krisis bagi keberadaannya di Mesir. Salafisme pembela Mursi mulai meredup 

seiring kelairan kembali nuansa rezim lama. Sementara partai An-Nur dan faksi 

Ad-Da’wah As-Salafiyyah yang mendukung Abd Al-Fattah As-Sisi tetap berdiri 

di panggung politik dengan keadaan tertekan dan terhimpit. 

Diskurus maṣ lahah dan mafsadah yang digunakan Salafisme 

mengarahkannya kepada perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 

Namun justru karena diskurus inilah Salafisme Mesir diterima keberlangsungan 

politiknya oleh negara, seperti yang terjadi kepada  faksi Ad-Da’wah As-

Salafiyyah dan partai An-Nur. Sedangkan disisi lain, diskurus ini mengarahkan 

Salafisme Mesir kepada status sebagai sasaran represi baru bagi negara, seperti 

yang terjadi kepada faksi-faksi dan partai-partai Salafisme yang menentang 

penggulingan Muhammad Mursi dari jabatan Presiden. Pada akhirnya 

transformasi Salafisme Mesir dalam konteks Musim Semi Arab yang sebenarnya 

sedang berorientasi kepada Pos-Islamisme memperlihatkan transformasi yang 

paradoks; tampil secara paradoks di panggung politik Mesir sebagaimana terjadi 

hingga saat ini. 

  

B. Saran 

Pembahasan mengenai transformasi Salafisme Mesir adalah satu dari 

sekian tema mengenai Salafisme Mesir setelah Revolusi 25 Januari. Uraian 



130 
 

penulis terhadap pembahasa tersebut juga sebagai salah satu dari sekian uraian-

uraian yang ada diluar bahasa Indonesia. Meskipun penulis hanya menekankan 

satu bagian kecil saja dari pembahasa tersebut, hasil penelitian ini tentu masih 

jauh dari sempurna. 

Keterbatasan, terutama dalam sumber-sumber data, menjadikan hasil 

penelitian ini harus dilengkapi dengan penelitian lain. Kenyataan, semenjak 

Salafisme Mesir terjun ke panggung politik, keberadaannya akan selalu berkaitan 

dengan peristiwa-peristiwa politik. Perubahan pada model sentralisasi Salafisme 

Mesir sendiri juga menghasilkan sedikit pemisahan antar figur-figur senior dengan 

tokoh-tokoh muda, juga sebagian massa pemudanya. Hal ini masih perlu diteliti 

lagi dengan terjun ke lapangan untuk menemukan jangkauan-jangkauan yang 

lebih dalam. 

Penulis harap, ada penelitian-penelitian berikutnya yang melengkapi 

uraian penulis. Sungguh uraian dalam tesis ini masih perlu diperbaiki dan 

dilengkapi. Bila perlu penelitian-penelitian berikutnya bisa melengkapi uraian 

mengenai perkembangan Salafisme Mesir saat ini, dan dikaitkan dengan 

keindonesiaan. 
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